Modul Kuliah Hukum Administrasi Negara                                                                     

Pertemuan Keempatbelas

PERADILAN  TATA  USAHA  NEGARA
[image: image1.emf]
Sebagai perwujudan persyaratan negara hukum,  peradilan tata usaha negara (PTUN) merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh sebuah negara seperti Indonesia selain persayaratan lainnya, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia, pembagian kekuasaan negara dan pemerintahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan (wetmatigheid van bestuur). 
Dalam pelaksanaan  pemerintahan, aparat pemerintah yang dibekali oleh kebebasan bertindak (freis emerson / diskresi) bertugas mengatur kehidupan warga masyarakat yang menyangkut baik sosial, ekonomi maupun aspek lainnya. Ada dua kepentingan yang tidak mustahil akan berbenturan, yaitu kepentingan umum yang selalu diwakili oleh tindakan pemerintah melalui aparatnya dan kepentingan individu yang  sangat mungkin akan terlanggar. Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai wadah untuk menjaga keseimbangan antara dua kepentingan tersebut.

PTUN  yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986, seperti halnya peradilan lainnya (peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha negara. 
Sesuai dengan maksudnya, maka sengketa itu haruslah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya  suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian PTUN itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan Tata Usaha Negara.

Asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara       
Ciri khas hukum acara peradilan tata saha Negara terletak pada asas-asas yang melandasinya, yaitu :

a. Asas penegakan hukum publik, bukan hukum privat (Pasal 47 dan Pasal 1 (3) UU No. 5 tahun 1986);
b. Asas praduga rechtmatig (praesumptio iustae causa).

Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah / penguasa selalu harus dianggap sah (rechtmatig) sampai ada pembatalannya.  Dengan asas ini, maka gugatan tidak menunda pelaksanan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (psl 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986);
c. Asas pembuktian bebas.

Dalam acara PTUN Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata yaitu siapa yang mendalilkan mempunyai kewajiban membuktikan. Asas ini dianut dalam pasal 107 UU No. 5 tahun 1986, yang berbunyi: Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

d. Asas keaktifan hakim (dominis litis).

Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat adalah pejabat tata usaha Negara,  sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini antara lain terdapat dalam pasal 58 (kewenangan hakim memanggil penggugat dan tergugat asli), pasal 63 ayat 1 ( pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan), ayat 2 (memberi nasihat kepada penggugat & meminta penjelasan dari Pejabat TUN / Tergugat), pasal 80 (hakim memberi petunjuk  kepada para pihak), dan pasal 85 (memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat TUN).

e. Asas putusan pengadilan mempunyai  kekuatan mengikat “erga omnes”.

Sengketa TUN adalah sengketa hukum public, dengan demikian putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. 

f. Asas keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Psl 49, Pasal 55 dan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986);

Kompetensi Absolut & Relatif  Peradilan Tata Usaha Negara
- Kewenangan absolut yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan  bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

- Pasal 1 angka 4 merumuskan sengketa tata usaha Negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dengan pembatasan kompetensi absolute peradilan tata usaha negara hanya menyangkut keputusan tata usaha negara, hal ini berarti masih ada sengketa tata usaha negara lainnya yang tidak terjangkau oleh PTUN. Sengketa tata usaha lainnya yang tidak menjadi wewenang PTUN diselesaikan melalui peradilan umum.
- Kewenangan relatif menurut ketentuan Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 mengatur pembagian kekuasaan hukum antar pengadilan TUN yang berdasarkan pada (1) tempat kedudukan tergugat; (2) salah satu daerah hukum tergugat; (3) daerah hukum penggugat; (4) PTUN Jakarta.

- Motif untuk menerapkan asa kuno actor sequitur forum rei dalam harus memilih antara pengadilan tempat kediaman penggugat dan tergugat, maka yang diutamakan adalah pengadilan terakhir disebut. Semua Badan atau Jabatan TUN mempunyai tempat kedudukan, tidak akan pernah terjadi tergugat tidak diketahui domisilinya.
 Bila tergugat lebih dari satu badan dan tidak berkedudukan dalam satu daerah hukum, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang meliputi salah satu daerah hukum tergugat.

- Adanya perbedaan tempat kedudukan tergugat dan penggugat mengharuskan gugatan diajukan kepada daerah hukum tergugat, caranya dapat melalui pengadilan daerah hukum penggugat : Kepada Ketua Pengadilan TUN di A melalui Ketua Pengadilan di X, Pengadilan TUN di X yang menerima gugatan wajib meneruskan kepada Pengadilan TUN di A.
 Tanggal diterimanya gugatan oleh panitera pengadilan dianggap tanggal diajukannya gugatan kepada pengadilan yang berwenang. Bila ini tidak ditentukan demikian maka akan terjadi ketidak pastian apakah gugatan telah diajukan dalam tenggang waktu 90 hari  menurut ketentuan pasal 55 atau tidak.
 

- Tergugat dan penggugat yang berada diluar negeri, gugatan diajukan ke pengadilan TUN Jakarta, sedangkan kalau tergugat berada di dalam negeri dan penggugat di luar negeri maka kembali asas domisili ditetapkan yaitu gugatan diajukan ke pengadilan daerah hukum tergugat.

Objek dan Subjek sengketa TUN

Objek Gugatan:

- Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 UU No.5 Tahun 1986 dan karenanya merupakan objek pemeriksaan PTUN.  Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 KTUN dapat dirinci unsure-unsurnya, adalah :

1. penetapan tertulis;

2. (oleh) badan atau pejabat tata usaha Negara;

3. tindakan hukum tata usaha Negara;

4. berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

5. kongkrit, individual; final;

6. akibat hukum bagai seseorang atau badan hukum perdata.

Add 1. 

Istilah “penetapan tertulis”
, terutama menunjuk pada isi dan bukan pada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disayaratkan tertulis bukan bentuk formalnya seperti surat keputusan dsb. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan badan atau Pejabat TUN menudang-undang ini apabila sudah jelas:

a. Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya;

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Sedang kata “Penetapan”
 dalam penetapan tertulis tersebut menunjuk pada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan TUN yang bersangkutan yang dapat berupa:

· kewajiban-kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu;

· pemberian suatu subsidi atau bantuan;

· pemberian izin;

· pemberian suatu status.

Menurut Putusan MA RI No. 353.K/TUN/2001 tanggal 13 Maret 2003 : Surat menyurat yang bersifat korespondensi kedinasan antara  Tergugat / Pejabat TUN (Pejabat BI) dengan Penggugat (PT. Bank Prasida Utama) bukan merupakan “Keputusan TUN” yang dapat menjadi objek gugatan Peradilan TUN sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3  UU No. 5 Tahun 1986.
 

Add 2. 

Badan / pejabat TUN: adalah Badan atau pejabat di Pusat dan daerah yang melakukan kegiatan eksekutif.
  Menurut Indroharto, ada bebarapa indicator yang disebaut dengan Badan atau jabatan TUN, antara lain :

· yang menjadi ukuran disebut Badan atau jabatan TUN adalah fungsi yang dilaksanakan, bukan nama yang digunakan, bukan pula kedudukan structural dalam lingkungan kekuasaan. Urusan pemerintahan tidak hanya monopoli instansi-instansi pemerintahan, tetapi juga badan-badan diluar struktur pemerintahan dan organisasi-organisasi swasta yang berdasarkan peraturan perundangan diberi tugas melaksanakan urusan pemerintahan, umpamanya bidang-bidang: kesejahteraan social, pendidikan dan sebagainya;

· kegiatan yang bersifat eksekutif atau urusan pemerintahan adalah segala urusan penyelenggaraan kehidupan masyarakat bangsa dan negara “yang bukan merupakan kegiatan membuat peraturan-peraturan dan menjalankan peradilan”.

· Pengertian Badan atau pejabat TUN adalah jabatan, meskipun orang yang memangku jabatan berganti, Penetapan tertulis yang sudah dikeluarkannya tetap berlaku;

· Sekalipun yang berkedudukan sebagai Tergugat itu selalu badan atau Jabatan TUN, namun dalam praktek tergugat itu berupa orang, baik yang sedang dalam fungsi atau dewan yang sedang melaksanakan kewenangan hukum publik;

Add. 3.

Tindakan hukum TUN adalah tindakan hukum Badan atau Jabatan TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.
 

Tindakan hukum TUN
 adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. 

Add. 4

Yang dimakksud dengan peraturan perundangan  dalam UU ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat TUN baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang bersifat mengikat secara umum.

Add. 5

- Bersifat kongkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.

- Bersifat individual, artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yangmenyebutkan nama-nama yang terkena keputusan tersebut.

- Bersifat final, artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada fihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan pegawai negeri memerlukan persetujuan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Add 6

Menimbulkan akibat hukum
 berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena suatu penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Sebagai suatu tindakan hukum, penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum yang telah ada, umpama: melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status dan sebagainya.  Juga apabila suatu Penetapan tertulis itu melahirkan wewenang bagi suatu badan atau Jabatan TUN yang lain untuk berbuat sesuatu atau menyebabkan diubahnya atau dicabutnya wewenang yang pernah dimiliki oleh suatu Badan atau Jabatan TUN, maka di situ juga dapat dikatakan, bahwa Penetapan tertulis tersebut telah menimbulkan akibat hukum.

- Pengertian objek gugatan peradilan TUN juga berarti “apabila Badan / Pejabat tata usaha Negara tidak mengeluarkan  keputusan, sedangkan  hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN (Psl 3 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986).

Ayat (1) Pasal 3 tersebut menentukan prinsip dasarnya, yaitu bahwa setiap Badan atau jabatan TUN wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang ia terima apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas dan kewajibannya. Kalau ia melalaikan kewajiban itu, maka walaupun ia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya itu, UU menganggap ia telah berbuat menolak permohonan tersebut. Jadi sebenarnya dalam hal ini hanya ada keputusan TUN yang fiktif dan negative sifatnya, karena Badan atau Jabatan TUN yang menerima permohonan itu bersikap diam dan tidak berbuat apa-apa dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apapun tetapi oleh UU dianggap telah mengeluarkan suatu Penetapan tertulis yang berisi suatu penolakan atas suatu permohonan yang diterimanya itu.

Tidak semua keputusan TUN dapat menjadi objek PTUN, Pasal 2 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menentukan pembatasan KTUN yg tidak termasuk ruang lingkup kompetensi mengadili dari PTUN antara lain:

a. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata, KTUN misalnya yang menyangkut jual beli;

b. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, misal KTUN dalam bentuk peraturan;

c. KTUN yang masih memerlukan persetujuan; baik dari instansi atasan maupun instansi lain;

d. KTUN yang berdasarkan KUHPidana;

e. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan; misal BPN mengeluarkan Sertifikat yang didasarkan atas putusan pengadilan;

f. KTUN mengenai tata usaha TNI;

g. Keputusan Komisi pemilihan Umum (Pusat/daerah) mengenai hasil pemilu; 

Subjek dari sengketa TUN

Subjek atau para pihak yang berperkara di PTUN adalah Penggugat dan Tergugat. 
Penggugat

Penggugat menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 UU No. 5 tahun 1986 adalah seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya keputusan TUN oleh Badan atau Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah.

Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN, mengandung dua arti, yaitu :

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi;

2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan.

Add. 1

Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Kepentingan ini dapat bersifat materil atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Jadi dalam keadaan kongkritnya adanya suatu kepentingan yang harus dilindungi hukum itu disatu pihak ditentukan oleh factor yang berkaitan dengan orangnya, dan dilain pihak oleh factor yang berkaitan dengan Keputusan TUN yang bersangkutan.

a. kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya / penggugat:

· ada hubungan dengan penggugat sendiri;

· kepentingan itu harus bersifat pribadi;

· kepentingan itu bersifat langsung;

· secara objektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. 

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN.

Dari segala macam rangkaian keputusan yang dikeluarkan dalam suatu proses pembentukan suatu Keputsan TUN, maka hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau jabatan TUN yang mengeluarkan saja yang mempunyai arti untuk digugat.

Add. 2

Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yangbersangkutan.  Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barangsiapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan maka baru boleh berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan maka baru boleh berproses (point d’interet point d’action), ini ketentuan hukum acara yang tidak tertulis. Kalau tidak ada kepentingan maka gugatan dinyatakan tidak berdasar menurut pasal 62.
 . Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh: SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut.

Tergugat

Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 butir 6 UU No. 5 tahun 1986).

Dari bunyi pasal 1 angka 2 UU No. 5 taun 1986
, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN adalah keseluruhan aparat pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu saat melaksanakan suatu bidang urusan pemerintah. UU ini membakukan namanya dengan sebutan Badan atau Pejabat TUN. Jadi, apa saja dan siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasda suatu saat melaksanakan urusan pemerintahan, maka menurut UU ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN.

Badan atau Pejabat TUN dalam gris besarnya dapat dikelompokkan dalam :
  

1.  Instansi resmi pemerintah dibawah Presiden sebagai kepala eksekutif;

2.  Instansi dalam lingkungan kekuasaan Negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif     yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu urusan pemerintahan;

3.  Badan Hukum Perdata yang didirikan pemerintah untuk tugas pemerintahan;

4. nstansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta yang  melaksaanakan tugas pemerintahan;

5.  Lembaga hukum swasta yang didasarkan peraturan perundang-undangan dan system perizinan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Dasar / Alasan Gugatan
Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 yang memuat alasaan-alasan dasar pengajuan gugatan yang merupakan ketentuan dasar pengujian PTUN terhadap KTUN telah diubah oleh Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 tahun 2004. Walaupun secara tekstual mengalami perubahan, namun secara substansi ketentuan ini tidak mengalami perubahan bahkan mempertegas apa yang terjadi dalam praktek peradilan, sebagai contoh ditegaskannya pelanggaran terhadap “asas-asas umum pemerintahan yang baik” dalam suatu ketentuan.

Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

      adalah: 
a. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang                        undangan yang berlaku;
b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Neagara pada waktu mengeluarkan                        keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menggunakan                        wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang                        tersebut;
c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan                         keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mempertimbangkan                         semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya                        tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan                        tersebut;

Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a). KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

                    yang berlaku;

              b). KTUN yang digugat itubertentangan dengan  asas-asas umum pemerintahan 

                   yang baik. 

 Menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 mengetengahkan tiga hal pengertian “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yakni:

a. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang bersifat procedural / formal;

b. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang bersifat materiel/substansial;

c. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang tidak berwenang.

Jika kita kaitkan dengan “lingkup kompetensi suatu  jabatan”, ada tiga macam bentuk “tidak berwenang”, yaitu :

- tidak berwenang menyangkut kompetensi absolute (onbevoegdheid ratione materiae);

-  tidak berwenang menyangkut kompetensi relative (onbevoegdheid ratione loci);

-  tidak berwenang dari segi waktu (onbevoegdheid ratione temporis).

            Dalam konteks ini “penyalahgunaan wewenang” (detournement depoupoir) 

            sebagai dasar / alasan gugatan (UU No. 5 / 1986) dapat digolongkan sebagai  

            KTUN yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

            yang berlaku.

Penjelasan pasal 53 ayat (2) b UU No. 9 Tahun 2004, merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu:

a. asas kepastian hukum;

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; 

b. asas tertib penyelenggaraan Negara;

adalah asas yang menjadi landasan keteraturan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;

c. asas kepentingan umum:

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

d. asas keterbukaan;

adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara;
e. asas proporsionalitas;

adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

f. asas profesionalitas;

adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. asas akuntabilitas;

adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Petitum / hal yang dimintakan untuk diputuskan:
- Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 jo Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, petitum pokok adalah agar keputusan tata usaha Negara yang dijadikan objek gugatan dinyatakan tidak sah atau batal. Sebagai petitum tambahan adalah ganti rugi dan rehabiltasi.

- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991, tuntutan ganti rugi dibatasi jumlahnya berkisar antara Rp.250.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Rehabilitasi hanya berlaku bagi sengketa kepegawaian, yaitu pemulihan hak sebagai pegawai negeri. Dalam hal rehabilitasi tidak dapat dilakukan secara penuh, pejabat yang diharuskan merehabilitir dapat dibebani suatu kompensasi sebesar antara Rp.100.000,- sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Studi Kasus

Depdiknas / Pemda DKI meruislag Gedung SMP 56 Melawai dengan sebuah perusahaan besar, Gedung SMP 56 dipindahkan ke daerah Jeruk Purut. Sebagian guru & stake holdernya tidak menyetujui. Kemudian mereka (orang tua murid, dua orang guru dan LSM) mengajukan gugatan ke peradilan umum. Sementara itu walaupun sudah dipindahkan kegiatan SMP 56 Melawai tetap berjalan termasuk menerima murid baru. Sepuluh orang guru walaupun sudah mengajar di SMP 56 Jeruk Purut, dengan alasan tidak menelantarkan siswa tetap mengajar  di SMP 56 Melawai. Atas tindakan tersebut beberapa orang guru dipindahkan kesekolah lain.

Selain dipindahkan, guru-guru yang berstatus sebagai pegawai negeri itu dipanggil Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta dan diminta untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan secara tertulis. Selang beberapa waktu terbitlah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin yang isinya menghukum guru-guru tersebut dengan penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Sebagai contoh Guru Ellya yang terakhir berpangkat / Golongan Ruang Penata Tk. I (III/D) menjadi  III/C. Alasan penjatuhan hukuman disiplin, guru-guru dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 huruf d, x , y dan Pasal 3 hurup a, f  Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 tahun 1980 tetang Peraturan Disiplin Pegawai Negari Sipil.

SK Hukuman Disiplin tertanggal 17 Desember 2003 itu diterima para guru pada tanggal 9 Februari 2004. Para guru mengajukan keberatan / banding administrasi kepada Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 17 Februari 2004. Namun sampai dengan stu bulan lebih (18 Maret 2004) Gubernur KDKI Jakarta belum / tidak mengeluarkan putusan atas upaya keberatan para Guru. Para guru akan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

[image: image2.wmf]
Setelah Pokok Bahasan ini,  mahasiswa diharapkan mampu: 


mengetahui inti dari HAPTUN


memberikan bekal untuk mengikuti kuliah HAPTUN sebagai mata kuliah lanjutan
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